A,

1.

2.

BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap temuan yang berasal dari lapangan
mengenai implementasi pengarustamaan gender melalui penempatan Polwan
sebagai Kapolsek di Polda Metro Jaya maka peneliti menganbil beberapa
kesimpulan guna menjawab dua pertanyaan penelitian ini, sebagai berikut:

Polda Metro Jaya telah melakukan beberapa program dalam mendukung

pelaksanaan pengarustamaan gender Polri. Kebijakan tersebut juga

diterapkan oleh Polda Metro Jaya dalam pengembangan Sumber Daya

Manusia polisi wanita salah satunya melalui :

a.

Pemberian promosi jabatan pimpinan tinggi di wilayah salah
satunya jabatan Kapolsek di Polsek-polsek yang startegis dalam
rangka pelaksanaan pengarustamaan gender dan merubah image
kepolisian yang selama ini jabatan pemimpin di Polri hanya dapat
dijabat oleh polisi laki-laki, agar dapat terwujudnya pembinaan karir
yang berkeadilan dan diskriminatif di wilayah Polda Metro Jaya
dalam rangka kesetaraan gender agar sumber daya manusia Polwan
dapat berkembang dan maksimalkan kompetensi Polwan walaupun
jumlahnya sedikit;

Pelaksanaan assessment jabatan Kapolsek dilaksanakan melalui
merit sistem dalam rangka menilai kompetensi pegawai sesuai
dengan standar kompetensi dilakukan tanpa membedakan gender
setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi

Kapolsek;

Belum optimalnya pengarustamaan gender pada penempatan Polwan

menjadi Kapolsek di Polda Metro Jaya dikarenakan sebagai berikut:
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a.  kurang motivasi polisi wanita untuk mengikuti assessment jabatan
Kapolsek dapat dilihat minimnya jumlah Polwan yang mengikuti
assessment jabatan Kapolsek hal ini dipengaruhi oleh faktor keluarga
(lebih mementingkan keluarga).

b. Kurangnya motivasi dari Polwan untuk menjadi Kapolsek sehingga
mengakibatkan implementasi pengarustamaan gender tidak dapat
maksimal dilaksanakan hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari
keluarga, jam kerja yang 24 jam tidak sebanding dengan kompensasi
yang diterima.

¢. Minimnya fasilitas rumah dinas bagi Kapolsek dan minimnya jumlah
anggaran yang diperoleh Polsek tidak sebanding dengan tugas Polsek
sebagai unit kerja yang dekat dengan masyarakat sehingga beban kerja
Kapolsek semakin berat.

d. Ketika seorang Polwan di berikan kesempatan untuk menjadi
Kapolsek, Polwan tersebut dapat melaksanakan kepemimpinan
dengan baik dan dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya
menggunakan logika saja tapi juga empaty schingga suasana kerja
dapat dinamis. Berdasarkan latar belakang bertugas mayoritas
Kapolsek pernah bertugas dibidang operasional/reskrim hal ini sangat
mempengaruhi seorang Kapolsek dalam menjalankan tugas sebagai
Kapolsek

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait
pelaksanaan pengarustamaan gender pada penempatan Polwan sebagai Kapolsek
di Polda Metro Jaya sebagai berikut:

1.  Mengoptimalkan kebijakan pengarustamaan gender penempatan Polwan

sebagai Kapolsek di Polda Metro Jaya dengan melaksanakan assessment
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jabatan Kapolsek khusus Polwan secara berkesinambungan atau
dilaksanakan setiap tahun.
Perlunya dilakukan strategi lain untuk memotivasi Polisi wanita untuk

menjabat sebagai Kapolsek sebagai berikut :

a.

Kaderisasi atau mentoring dari Kapolsek Polwan kepada Polwan
dibawahnya supaya termotivasi untuk menjadi Kapolsek sehingga
terbentuk regenerasi Polwan yang akan menjadi Kapolsek dan
termotivasi untuk menjadi Kapolsek serta meningkatkan soft skill
Polwan sebagai pemimpin di wilayah.

Memberikan  penghargaan  berupa  promosi  pendidikan
pengembangan bagi Polwan yang mampu melaksanakan tugas serta
menunjukkan prestasi selama menjabat sebagai Kapolsek;

Mengkaji ulang pemberian gaji dan tunjangan bagi Kapolsek
berdasarkan beban kerja dan karakteristik lingkungan ataupun
wilayahnya.

Perlunya dilakukan pemetaan terhadap kompetensi yang dimiliki
Polwan melalui manajemen talenta untuk menyiapkan calon calon
Kapolsek Polwan selanjutnya maupun pemetaan bagi Polwan yang
sedang mengikuti sekolah kepemimpinan;

Menyiapkan sarana dan prasana di setiap Polsek khususnya rumah
dinas dikarenakan tempat tinggal Kapolsek banyak yang tidak
tinggal di tempatnya berdinas mengingat tugas Kapolsek harus siap
siaga 24 jam.

Memberikan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang
seimbang antara luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat
kerawanan wilayah sehingga Polsek dapat maksimal dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menempatkan Polwan sebagai Kapolsek dengan
memperhatikan tingkat kerawanan serta karakteristik wilayah dan
rekam jejak dari Polwan yang akan diangkat menjadi Kapolsek agar
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bekerja dengan maksimal serta meminimalisir kegagalan dalam
pelaksanaan tugas.
Dalam rangka meningkatkan pengarustamaan gender di Polda Metro Jaya
khususnya penempatan Polwan sebagai pemimpin diwilayah atau ditingkat
Polres maupun Polsek maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk
melakukan penelitian terhadap motivasi Polwan menjadi pemimpin
khususnya di wilayah baik di tingkat Polres maupun Polsek.
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